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PUTUSAN 

Nomor 0116/Pdt.G/2016/PA.Sbga 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan 

XXXXXXXXX, disebut sebagai Penggugat; 

Melawan 

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan supir truk, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, 

disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka 

sidang; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 

Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 

0116/Pdt.G/2016/PA.Sbga  tanggal 16 Nopember 2016 dengan dalil-dalil  

sebagai  berikut:  

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Kamis, 

tanggal 2 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 

363/120/X/2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 9 Oktober 2001; 

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk 
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah 

Swt; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kontrakan di Jalan SM. Raja No. 165, Kelurahan Pancuran Bambu, 

Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selama lebih kurang 10 

(sepuluh) tahun, kemudian pindah ke Nias rumah kontrakan juga di Desa 

Lawayo, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, namun sejak 

tanggal 16 November 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, 

dan tinggal sebagaimana pada alamat tersebut di atas; 

4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai  anak ; 

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga 

dengan Tergugat berlangsung 4 (empat) tahun, sejak akhir tahun 2005 

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah 

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus yang penyebabnya antara lain: 

a. Tergugat sering pulang ke kampung (Nias) tanpa memberikan nafkah 

belanja kepada Penggugat; 

b. Tergugat sering mabuk karena meminum minuman keras; 

c. Setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Nias, Penggugat tidak betah 

tinggal di sana karena adat istiadat mereka bertentangan dengan agama 

Islam 

d. Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain; 

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 16 November 2015, pada 

saat itu Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, ketika 

Penggugat menyapa Tergugat, Tergugat diam saja tidak memperdulikan 

Penggugat dan malah pergi tidur, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan 

lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang sudah berulang-ulang 

seperti itu, penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat ; 

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak ada komunikasi yang baik lagi; 
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8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian; 

9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-

ongkos yang timbul; 

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi 

Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. 

Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan 

Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak 

guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya 

sebagai berikut: 

A.  PRIMAIR 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

B. SUBSIDAIR 

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat 

hadir sendiri in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir 

di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu 

halangan yang sah; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang di 

persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara a quo tidak 

dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 
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Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu 

untuk rukun  kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;  

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan 

jawabannya karena tidak hadir di persidangan; 

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 

363/120/X/2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 9 Oktober 2001, telah 

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata 

sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P); 

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi : 

1. SKSI I, umur 41 tahun, agama Islam,  pekerjaan PNS, bertempat tinggal di 

Jalan XXXXXXXX, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah 

yang pada pokoknya sebagai berikut :  

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri 

yang sah karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia 

sampai tahun 2002 kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Sibolga, 

kemudian pindah ke Desa Lawayo, Kabupaten Nias Selatan sampai pisah 

rumah; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2015 Penggugat 

dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran yang 

sering adalah cekcok mulut; 
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- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, 

dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan minum minuman keras 

serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 

sejak bulan November 2015; 

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui 

Penggugat dan antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling 

memperdulikan lagi, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat 

dan Tergugat; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. SKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat 

tinggal di XXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangannya di bawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung 

Penggugat; 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Ismail dan 

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; 

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kontrakan di kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, 

Kota Sibolga, kemudian pindah ke Desa Lawayo, Kabupaten Nias Selatan 

sampai pisah rumah; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2015 Penggugat 

dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran yang 

sering adalah cekcok mulut; 

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, 

dikarenakan Penggugat tidak betah tinggal di Nias karena adat istiadat 
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yang bertentangan dengan agama Islam, Tergugat sering mabuk-

mabukan dan minum minuman keras serta Tergugat mempunyai wanita 

idaman lain; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 

sejak bulan November 2015; 

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui 

Penggugat dan antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling 

memperdulikan lagi, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat 

dan Tergugat; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap 

dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan 

Penggugat. 

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah 

dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini 

cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas. 

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara  a quo merupakan 

perkara perceraian Cerai Gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a 

berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 

2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan 

Agama; 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan 

Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
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Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan 

gugatan dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk 

menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai 

dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama  jo. Pasal  26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan 

mana Penggugat hadir di persidangan in person, sedangkan Tergugat tidak 

pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak mengutus 

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirnya itu bukan 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian 

berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg./150 R.Bg Majelis telah dapat 

memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat 

(Verstek). 

Menimbang, bahwa  untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. 

Pasal 39 ayat (1)  Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) 

dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang 

ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis 

Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar 

rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana 

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini 

adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain 

sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.  
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk 

menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah 

perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil 

gugatannya. 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 

orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan 

mempertimbangkannya sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai 

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende 

bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan 

ketentuan pasal 285 R.Bg. jo.  pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.  pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya 

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta 

autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi 

penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 

yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.  pasal 5 Kompilasi Hukum Islam 

jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat 

dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil 

gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan 

orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan 

di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi 

yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak betah tinggal di 
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Nias karena adat istiadat yang bertentangan dengan agama Islam, Tergugat 

sering mabuk-mabukan dan minum minuman keras serta Tergugat mempunyai 

wanita idaman lain, yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan 

Tergugat telah hidup pisah rumah sejak bulan Nopember 2015, serta telah 

diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut 

adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan 

disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta 

keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian 

dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 

309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil 

terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai 

alat bukti yang sah menurut hukum; 

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat 

adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat/orang dekat, yang  menyatakan 

tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan 

demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;        

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan 

dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 2 Oktober 

2001, namun belum dikaruniai anak. 

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Penggugat tidak betah tinggal di Nias karena 

adat istiadat yang bertentangan dengan agama Islam, Tergugat sering 

mabuk-mabukan dan minum minuman keras serta Tergugat mempunyai 

wanita idaman lain. 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan 

Nopember 2016. 

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi keluarga menyatakan tidak 

sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim 

berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya  

telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun 

kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian 

dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat  

mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa 

rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam Qur’an surah Ar-

rum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang 

sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi 

mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut 

di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan 

yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan 

sebagaimana Kaidah fiqih yang berbunyi :  

 ا لضرر يــزا ل

Artinya : “Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan”.  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah 

memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat 

sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga diperintahkan untuk 

mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga 

Selatan, Kota Sibolga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, 
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Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam  daftar yang disediakan untuk 

itu; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat  

untuk membayarnya. 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 

syar’i yang berkenaan dengan perkara ini. 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (Siti Jamila binti Bakar Lubis); 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan 

Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, 

Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah); 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis  yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Media RinaIdi, MA 

sebagai Ketua Majelis,  Endang Rosmala Dewi, S.Ag,.M.Ag dan Ahmad 

Hidayatul Akbar S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu 
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oleh Khamami, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat;  

KETUA MAJELIS, 

   

 

                                          Drs. Media Rinaldi, M.A  

 

    HAKIM ANGGOTA I,                                          HAKIM ANGGOTA II, 

  

 

Endang Rosmala Dewi, S.Ag,.M.Ag        Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,M.H 

 

    PANITERA , 

     

 

                                                   Khamami, S.Ag 

Rincian biaya perkara : 

1. Pendaftaran  Rp.  30,000 

2. A T K Rp  50,000 

3. Panggilan-panggilan Rp.  710,000 

4. Materai  Rp.  6,000 

5. Redaksi Rp.  5,000 

  Rp.     801,000    

   (delapan ratus satu ribu rupiah) 
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